BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Bentuk pelindungan hukum terhadap konsumen dalam iklan produk skincare
yang overclaim dapat dibagi menjadi pelindungan preventif dan represif.
Dimana menurut peraturan yang berlaku, tindakan memberi klaim yang tidak
sesuai dengan kenyataannya terbukti melanggar Pasal 4 huruf ¢ UUPK, Pasal
7 huruf b UUPK, Pasal 8 ayat (1) UUPK, dan Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor
18 Tahun 2024. Sebagai bentuk pelindungan konsumen secara represif dalam
iklan produk skincare yang overclaim dicantumkan dalam Pasal 60 ayat (1) dan
(2) UUPK, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022,
Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen mengatur pemberian sanksi pidana berupa hukuman penjara atau
denda kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
yang telah disebutkan dalam pasal tersebut. Meskipun telah terdapat regulasi
yang mengatur secara tegas mengenai iklan skincare yang overclaim, masih
terdapat pelaku usaha yang melakukan tindakan tersebut. Kurangnya
pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang belum maksimal oleh
pemerintah menjadi salah satu faktor mengapa kasus ini masih terjadi.

Kriteria suatu iklan produk skincare sehingga dapat dikategorikan sebagai
overclaim dapat dilakukan dengan dua cara yaitu overclaim melalui kandungan
skincare dan overclaim melalui informasi iklan. Overclaim dalam konteks
kandungan skincare merujuk pada produk skincare yang mengklaim memiliki

kadar bahan aktif atau komposisi yang tidak sesuai dengan yang tertera pada

70



label kemasan. Konsumen seringkali menghadapi tantangan dalam memahami
kadar komposisi sebenarnya pada produk skincare karena dalam label
komposisi pada produk skincare tidak dicantumkan secara detail mengenai
persentase komposisi yang terkandung dalam produk tersebut. Pedoman
Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika dalam Peraturan BPOM Nomor 18
Tahun 2024 dibentuk untuk membantu konsumen mengetahui persentase
komposisi dari suatu produk skincare. Overclaim dalam konteks informasi
iklan yang disampaikan dalam iklan produk skincare mencakup klaim
berlebihan tentang manfaat produk dengan menggunakan kalimat-kalimat
yang menjanjikan suatu bukti tanpa pembuktian secara ilmiah atau
mengandung klaim-klaim yang tidak diizinkan yang diatur dalam Peraturan
BPOM Nomor 3 Tahun 2022. Hal ini juga mencakup klaim menjanjikan hasil
mutlak atau instan atau menggunakan testimoni palsu dari orang lain. Menilai
dari tindakan pelaku usaha yang masih melakukan praktik overclaim, peraturan
dan pengawasan terhadap periklanan mengenai skincare di Indonesia masih
tergolong lemah untuk melindungi konsumen dari tindakan yang tidak jujur
yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian
kepada konsumen akibat penggunaan skincare yang dipromosikan secara

overclaim.

. Saran

. Pemerintah perlu meningkatkan ketegasan dalam pembinaan dan pengawasan
terhadap publikasi iklan produk skincare guna melindungi konsumen dari

klaim yang berlebihan atau menyesatkan dengan melakukan pemantauan rutin

71



terhadap iklan produk skincare serta memberlakukan sanksi yang tegas dan
konsekuen kepada pelaku usaha yang secara sah teridentifikasi melakukan
pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Melalui penguatan mekanisme
pengendalian yang lebih ketat dan sistematis, diharapkan penyebaran iklan
skincare yang overclaimdapat dikendalikan, sehingga konsumen mendapatkan
pelindungan yang lebih optimal dan dapat membuat keputusan pembelian yang
lebih bijak.

. Pelaku usaha wajib memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang diatur
berdasarkan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam
menyampaikan informasi pada iklan produk skincare agar tidak terjadi
overclaim yang dapat merugikan konsumen. Pelaku usaha harus memastikan
bahwa informasi yang disampaikan bersifat jujur, transparan, dan sesuai
dengan manfaat yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Pelaku usaha harus
proaktif dalam memahami dan mengikuti perkembangan regulasi serta
melakukan uji klinis terhadap produk sebelum membuat klaim dalam iklan.
Dengan mematuhi aturan yang berlaku, pelaku usaha tidak hanya melindungi
hak dan kepercayaan konsumen, tetapi juga menghindari sanksi hukum yang

dapat dikenakan akibat pelanggaran.
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